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Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

b.

WALI KOTA BOGOR,

a. bahwa pengelolaan pinjaman pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah  Kota Bogor telah  ditetapkan
berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Pinjaman Pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Bogor;
bahwa berkenaan dengan adanya penundaan
pembayaran dari BPJS Kesehatan yang
mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD
dan sesuai surat dari Direktorat Jenderal
Perbendaharaan = Kementerian = Keuangan
Nomor S-1958/PB/2018 perihal Penjelasan
Dana Talangan dan Anjak Piutang BLUD ke
Lembaga Perbankan, maka Peraturan Wali
Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu disesuaikan;
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Mengingat

. 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pengelolaan Pinjaman pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Bogor;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43355);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5679);
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6.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 84 /PMK.012/2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun
2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri
E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun
2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
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12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri
D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA BOGOR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah Kota adalah Kota Bogor.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.



